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ABSTRACT

The title of this rescarch is "Implementation of Social Disaster Management
Policies for Victims Affected by Fire in Palembang City". This research was motivated by
the limited number of taganas, frequent inaccuracies of data, lack of community
participation in psychosocial support service activities and persuading victims to relocate
to settlements. The purpose of this rescarch is to find out how to implement social disaster
management policies for victims affected by fire in Palembang city. Qualitative research
approach with descriptive method; data collection is done by means of interviews,
observation, and documentation. The theory used in this research is the theory of policy
implementation from George C. Edward 111, namely communication, resources, disposition
and bureaucratic structure. The results showed that the implementation of social disaster
management policies for victims affected by fire in the city of Palembang had not run
optimally in the sub-aspects of staff resources, facilities and fragmentation, but in the
communication aspect, disposition had run optimally. Suggestions that can be given from
the results of the research are that the number of members should be added so that when
helping victims at the location of fire victims there is no shortage of members, improve
asset facilities so that more vehicles are used to distribute aid, and the agency should make
a letter of agreement with the agencies involved.

Keywords: Implementation, Disaster Management, Social.
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ABSTRAK

Judul penelitian ini “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Sosia! pada
Korban terdampak Kebakaran di Kota Palembang”. Penclitian ini dilatarbelakangi oleh
terbatasnya jumlah tagana, sering terjadi ketidakakuratan data, kurang partisipasi masyarakat
dalam kegiatan pelayanan dukungan psikososial dan membujuk korban untuk re!okasl
pemukiman. Tujuan dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Sosial pada Korban tcrdampfik
Kebakaran di Kota Palembang. Pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptxf}
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, obsesrvasi, dan dokumentasi. Teori
vang digunakan dalam penelitian ini teori implementasi kebijakan dari George C. Edward IT1
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Sosial pada Korban
terdampak Kebakaran di Kota Palembang belum berjalan maksimal pada subaspek sumber
daya staf, fasilitas dan fragmentasi namun pada aspek komunikasi, disposisi sudah berjalan
maskimal. Saran yang dapat diberikan hasil penelitian adalah seharusnya ditambahkan
jumlah anggotanya agar saat membantu korban dilokasi korban kebakaran tidak kekurangan
anggota, perbaiki fasilitas aset agar lebih kendaraan yang digunakan untuk menyalurkan
bantuan, dan sebaiknya instansi membuat surat perjanjian dengan instansi terlibat.

lata Kunci: Implementasi, Penanggulangan Bencana, Sosial.

PEMBIMBING I PEMBIMBING II
°

Drs. Gatot Budiarto, MS. Dr. Katriza Imania, M. Si
NIP. 195806091984031002 NIP. 196810221997022001

Palembang,  Juni 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik
Universitas Sriwijaya

—

/

NIP. 196911101994011001

Vil



KATA PENGANTAR

Alhamdullilah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt karena berkat
rahmat dan karunia-Nya sehingga masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan
skripsi dan kedua orang tuaku Papa dan Mama yang selalu memotivasi dan mendoakan
sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan
Penanggulangan Bencana Sosial pada Korban terdampak Kebakaran di Kota
Palembang”. Penyusunan Skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi dan
melengkapi salah satu syarat pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
dan llmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan
dan pengarahan dari berbagai pihak yang berkaitan dalam penyelesaian usulan penelitian,
dan dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik.

3. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu
Administrasi Publik.

4. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS selaku Pembimbing | yang telah memberikan saran
dan bimbingan serta membagi ilmunya guna kelancaran skripsi saya.

5. lbu Dr. Katriza Imania, M. Si selaku Pembimbing Il yang telah banyak untuk
memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya, membagi ilmunya dan membantu
saya untuk kelancaran skripsi saya.

6. Bapak Ardiyan Saptawan, M. Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah
memberikan bimbingan dan nasehat kepada saya selama masa studi perkuliahan.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik khususnya bapak dan ibu Dosen
lImu Administrasi Publik yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan selama
masa studi perkuliahan saya.

8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik khususnya llimu
Administrasi Publik yang selalu membantu dan memberikan informasi mengenai
persoalan perkuliahan selama ini.

9. Dimas Febrianto yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama masa
perkuliahan saya.

10. Semua teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018 yang
telah menghabiskan waktunya bersama-sama di masa perkuliahan.

11. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak
langsung selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat

dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis
menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kelemahan, kekurangan maupun suatu
kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik
dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar penulis dapat menjadi lebih
baik dalam penulisan.

Palembang,

Niken Seftiani
NIM. 07011381823139

viii



DAFTAR ISl

HALAMAN JUDUL ...ttt e st e e e et a e e et a e e e e nnnee s i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS . ...t i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .........cccccooviiiiieeciee e ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI ......ccooiiiiiiiieicse e iv
MOTTO PERSEMBAHAN ..ottt st Y
N = 1S Y ¥ A 2 PSP Vi
AB ST RAK et e e e e e nareearreeans Vil
KATA PENGANTAR oottt st b e et e e e snbe e e snaaeennneeaas viil
DAFTAR IS ottt bbbt e ne et st ereenens iX
DAFTAR TABEL ...ttt Xi
DAFTAR GAMBAR ...ttt e e et e e et e e e tae e sneeeannees Xii
DAFTAR ISTILAH ...ttt et e e e e e nnaeas Xiii
DAFTAR LAMPIRAN ... ..ottt sttt st et s nre s Xiv
BAB | PENDAHULUAN .....ooiiit ettt 1
AL Latar BIAKANG ....c.voveiiiec e 1

B. RUMUSAN MaSIAN .........iiiiiiiii e e 5

C. TUJUAN PENEIITIAN ...ttt esre e 5
D. Manfaat PENEIITIAN ..........cooiiiiiie et nee e 5
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA ..ottt sttt 7
Y S ST o I F- T T =Yoo OSSO RUPRSN 7

1. Pengertian Kebijakan PUBDIIK............cccooiiiiiiiii e 7

2. Implementasi Kebijakan............cooiiiiiii e 8

3. Penanggulangan Bencana SoSial............cccceiiieiiiiiiciic e 17

B. Teori yang Digunakan dalam Penelitian..............ccoooveieiieieeincic e 18

C. Penelitian TerdaNUIU ...........oo oo 23
D. Kerangka PeMIKITAN..........oioiiiiiii e 35
BAB 111 METODE PENELITIAN. ...ttt 38
AL JENIS PENEIITIAN ..ottt ereeste e e e anaesneeneas 38

B. DEfiNIST KONSEP ...ttt ettt ettt nre e 38
C. FOKUS PENEIITIAN ...ttt 39
D. Jenis dan SUMDEr DAta.........c.cccvevueiiierieeieieesieeieseesie e see e ee e se e e sse e snee e 40



E. INTOIMAN PONEIIEIAN ...ttt esesesesennnsnennnnnne 41

F. Teknik Pengumpulan Data..........cccccevieriiiieiieiieie e 42
G. Teknik ANAIISIS DALA.......ccciieiieiieiesieseee et enee s 43
H. Teknik Keabsahan Data ...........ccccuiiiiiiiiiieiesie et 44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....ooo ot 45
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.............ccccccevvneninnnnnn 45
1. Sejaran SINQGKAL........ccveiiiiieie e 45
2. Letak Geografis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan............c.cccocevevivevennnnne 45
3. Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan...........ccccccocevcveieiinennnnnne 46
4. Tujuan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan ..o 47
5. Uraian Tugas dan FUNGSI .......cccueieiiiiieie e nne e 47
6. SUSUNAN OFQANISASI ...vveveeiieiieiieesieeiestee e eeeseesesseessaestesseesreesteeeesseessaeseesreenseaneens 69

B. Hasil dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Sosial
pada Korban terdampak Kebakaran di Kota Palembang .........cccccooeviveiiiiniiinnnnne 72
1. HaSH PENEIITIAN......coiie e 72
2. PEMDENASAN......coiiiiieii e 117
BAB V PENUTUP....ciiitiiiiiiiiiiiiiiiieiiittitetssstsssssosssssssssssssssssssssssssssssssnes 121
AL KESIMPULAN. ...t 121
Bl Saran. ... e 121
DAFTAR PUSTAKA L.ttt sttt sbe e 123
LAMPIRAN ottt e et e e e et e e e este e e e e aseaeeeaannreeeeennnneeeeanns 126



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Bantuan Bencana Kebakaran Tahun 2017-2021 ...........cccccovevveviennee. 3
Tabel 2 Penelitian Terdahulu...........cocooiiiii s 23
Tabel 3 FOKUS PENEITIAN ......o.oiuiiiiiiiieee e 40
Tabel 4 Informan Penelitian ..o 41
Tabel 5 Jenjang Tagana Provinsi Sumatera Selatan............ccccccooveieieeiievn e 86
Tabel 6 Spesifikasi Keahlian Tagana Provinsi Sumatera Selatan ...............ccccooeveveiiiennenen. 86
Tabel 7 Matriks Hasil dan Pembahasan ... 116

Xi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier ....... 13
Gambar 2 Model Implementasi Kebijakan Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn.. 14

Gambar 3 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward HI.........cccooeiiiiniicninnns 17
Gambar 4 Kerangka PemIKIFan ...........cooiiiiiiiiie e 36
Gambar 5 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan..............cccccceee.s 71
Gambar 6 Media Penyampaian Transmisi KOMUNIKASI ...........cocvvirieeieiieiieneee e 75
Gambar 7 Penyampaian Transmisi Komunikasi Data............cccccooveriieniniiiiinencnenne 76
Gambar 8 Data Mohon Bantuan ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan..................... 79
Gambar 9 Anggota Tagana Sumatera Selatan ............ccooevveiiiieiic i 85

Gambar 10 Jumlah Staf dan Anggota Tagana Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan..... 86

Gambar 11. Staf dan Anggota Tagana Sumatera Selatan............coccovveverieiiencsie e 87

Gambar 12 Rapat dan Sosialisasi Informasi Penanggulangan Bencana Oleh Staf dan
Tagana Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan .............cccooevevvieviveresiennenn. 91

Gambar 13 Informasi Tertulis Mengenai Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Sosial

PROVINST ..t 92
Gambar 14 Tugas Anggota Tagana Sumatera Selatan .............ccccoovveieeiiiiii e, 95
Gambar 15 Wewenang Surat Tugas Dari Kepala Dinas ..........cccoceviieiiniiiiiienencseneine 95
Gambar 16 Fasilitas Bantuan Terhadap Korban Bencana Kebakaran .............cc.ccocooeee. 101
Gambar 17 Surat Keputusan Pemberian Insentif Terhadap Pelaksana Tagana ................ 108
Gambar 18 Atm Tagana Dari Kementerian Sosial ............ccccccovveieiieiieis e 108
Gambar 19 Piagam Penghargaan Anggota Tagana Sumatera Selatan ...............cccccceveenee. 109
Gambar 20 Penyaluran Bantuan SOSial .............ccccooiiiiiiiiiiniee e 112

Xii



DAFTAR ISTILAH

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BMKG : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DINSOS : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
DAMKAR  : Pemadam Kebakaran

KEMENSOS : Kementerian Sosial

MOU : Memorandum of Understanding

PMKS : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PSKS : Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

PERMENSOS : Peraturan Menteri Sosial

POLRI : Kepolisian Republik Indonesia
PMI : Palang Merah Indonesia

RT : Rukun Tetangga

RW : Rukun Warga

RI : Republik Indonesia

SDM : Sumber Daya Manusia

SOP : Struktur Oprasional Prosedur
SPP : Surat Permintaan Pembayaran
SPM : Surat Perintah Membayar
SUMSEL : Sumatera Selatan

TAGANA : Taruna Siaga Bencana

TNI : Tentara Nasional Indonesia
UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah

Xiii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SUFAE TUQAS ...ooveeiveeieiieeiie et ste ettt te e ra et e s e sraestesneesreeeeaneeas 127
Lampiran 2 Surat Keputusan Dosen Pembimbing SKIiPSi ........cccovveviiiriieiiiiniieneans 128
Lampiran 3 Kartu Bimbingan Seminar Proposal Dosen Pembimbing I ............cc.ccoeeee. 130
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Seminar Proposal Dosen Pembimbing Il ...............cc.c..... 131
Lampiran 5 Lembar Revisi Seminar Proposal Dosen Pembimbing I..........ccccocceviveieennnns 132
Lampiran 6 Lembar Revisi Seminar Proposal Dosen Pembimbing Il ..........c.cccoevveinn. 133
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I ..........ccccooviiiiiiiiiciicin, 134
Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing Il ..o 135
Lampiran 9 Surat Izin Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan PolitiK...............c........ 136
Lampiran 10 Surat Balasan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan ........................ 137
Lampiran 11 Pedoman Wawancara Ke INStanSi...........cccccevviieieeiciieie e 138
Lampiran 12 Pedoman Wawancara Ke RT .........coocvoiieiiiiiic e e 139
Lampiran 13 Data Permohonan Bantuan ke Dinsos Provinsi SUmsel............cccccooevennnns 140
Lampiran 14 Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial Provinsi ..........c.ccccveeiennns 142
Lampiran 15 Tugas Anggota Tagana SUMSEL..........cccuereriiiieiiiie e 145
Lampiran 16 Wewenang SUAt TUGAS ......cccueieerieieeieeieseeseesieseeseessesseesseessssssessaessesseens 148
Lampiran 17 Data Fasilitas Bantuan ..........cccccooviiiiiiieiie e 149
Lampiran 18 Surat Keputusan Pemberian INSentif...........ccccceviiiiiiiiiin e 152
Lampiran 19 SOP Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial ...........c.ccocvviiiinencncninins 154
Lampiran 20 Dokumentasi PENEHItIAN ..........cccoveiiiiieie e 155

Xiv



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab memberikan layanan dan perlindungan
kepada seluruh masyarakat Indonesia dari bencana, baik bencana alam dan bencana sosial.
RI (2020) menyatakan bahwa Bencana alam merupakan suatu peristiwa antara lain akibat
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angina topan, dan tanah
longsor. Bencana sosial yaitu suatu peristiwa yang diakibatkan oleh ulah manusia yang
meliputi konflik sosial antar kelompok, kebakaran pemukiman, teror, dan sabotase.
Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang jauh dari permukaan daerah rawan kejadian
alam, namun yang sering terjadi dikalangan masyarakat Kota Palembang akibat ulah
kelalaian manusia sehingga menyebabkan kebakaran pemukiman. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang
bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Perlindungan
dan Jaminan Sosial, sebagai pelaksana di tingkat pusat bertanggung jawab atas tugas dan
pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang dimana
terdapat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar
pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas dan asas tugas pembantuan. Selanjutnya,
dalam kerangka desentralisasi maka sebagian tugas Kemensos RI penanggulangan dan
perlindungan kepada korban setelah bencana sehingga menjadi bencana sosial dilimpahkan
kepada setiap Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia, salah satunya Dinas

Sosial Provinsi Sumatera Selatan.



Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 10 Tahun 2020 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
berperan dalam penanggulangan bencana sebagai koordinator bidang perlindungan,
pengungsian dan sebagai wakil koordinator bidang logistik dalam memberikan bantuan
atau menanggulangi bencana kepada setiap korban bencana sosial untuk kesejahteraan dan
perlindungan sosial masyarakat. Bentuk bencana sosial yang menjadi kegiatan Dinas
Sosial Provinsi Sumatera Selatan yaitu bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti
konflik sosial, aksi teror, kebakaran pemukiman dan sabotase dengan memberikan bantuan
sosial bagi korban bencana sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 01
Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.

Kegiatan penyaluran bantuan bagi korban bencana kebakaran pemukiman dengan
jumlah korban jiwa lebih dari 51 orang maka dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera
Selatan untuk menyalurkan atau memberikan bantuan kepada korban kebakaran,
sedangkan apabila korban jiwa dibawah 51 orang maka Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang
berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di
Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Artinya, cakupan pemberian layanan
penyaluran bantuan kepada keluarga korban kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan lebih banyak dibandingkan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
Alasan inilah yang mendorong peneliti melakukan studi di Dinas Sosial Provinsi Sumatera
Selatan.

Fungsi dan peran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam penanggulangan
bencana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk memberikan perlindungan
sosial korban bencana kebakaran. Terkait menanggulangi bencana korban terdampak

kebakaran yang telah dilaksanakan termasuk dalam pascabencana pada saat telah bencana



yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi tanggung jawab
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

Salah satu bentuk bencana yang diakibatkan ulah manusia adalah bencana
kebakaran. Cakupannya bisa terjadi pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Selatan. Seluruh korban terdampak kebakaran akan mendapat bantuan dari Dinas Sosial
Provinsi Sumatera. Bantuan bencana kebakaran yang telah diberikan oleh Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Selatan ditunjukkan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Bantuan Bencana Kebakaran Tahun 2017-2021

NO. KAB/KOTA 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | JUMLAH
1. | Banyuasin 9 20 2 6 18 55
2. | Empat Lawang 10 20 17 5 3 55
3. | Lubuklinggau 7 1 4 2 3 17
4. | Pagaralam 4 6 3 3 7 23
5. | Palembang 14 34 53 52 51 204
6. | Prabumulih 4 5 3 2 7 21
7. | Lahat 3 8 6 10 7 34
8. | Muara Enim 6 19 13 8 5 51
9. | Musi Banyuasin 5 21 8 22 25 81
10. | Musi Rawas 2 4 2 1 2 11
11. | Musi Rawas Utara 3 2 14 7 6 32
12. | Ogan llir 4 9 13 13 17 56
13. | Ogan Komering llir 3 2 2 3 9 19
14. | Ogan Komering Ulu 6 4 2 1 12 25
15. | Ogan Komering Ulu Selatan 7 12 17 22 14 72
16. | Ogan Komering Ulu Timur 3 12 3 3 2 23
17. | Pali 3 11 4 9 5 32

JUMLAH 93 190 | 166 | 169 | 193 811

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, 2021.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 Dinas
Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan bantuan terhadap korban terdampak
kebakaran sebanyak 811 kali. Hal ini berarti selama lima tahun terakhir telah terjadi 811
kali kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan. Kasus kebakaran terbanyak setiap tahun
terjadi di Kota Palembang. Fenomena ini menarik untuk diteliti dan dengan alasan inilah
maka Kota Palembang dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penanggulangan bencana telah

banyak diteliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Londok (2014) yang mengkaji



penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan bencana (suatu studi di badan
penanggulangan bencana daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Khaldun & Tawil (2019)
mengkaji penelitian mengenai analisis kebijakan penanggulangan bencana (studi kasus
perda Kota Palu nomor 5 tahun 2011, Syarif & Unde (2014) yang mengkaji penelitian
tentang pentingnya komunikasi dan informasi pada implementasi kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar, Fitrianto (2020) mengkaji
mengenai evaluasi kebijakan penanggulangan bencana (studi pada bpbd Kabupaten
Kediri), Setyowati & Suryaningsih (2018) meneliti tentang implementasi kebijakan
penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di badan
penanggulangan bencana daerah Kabupaten Semarang, dan Harera & Hidayat (2018)
mengkaji persoalan implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota
Palembang. Namun belum banyak yang mengkaji tentang penanggulangan bencana sosial
terkait kebakaran di Kota Palembang. Penggunaan teori implementasi kebijakan dengan
lokus Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menjadi kebaruan penelitian ini.

Secara teoritis, implementasi suatu kebijakan akan ditentukan oleh beberapa
faktor. Permasalahan dalam implementasi dapat menghambat keberhasilan implementasi
tersebut. Demikian juga dengan implementasi penanggulangan bencana kebakaran.

Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan anggota forum komunikasi tagana
dalam penanggulangan bencana pada hari jumat, 10 desember 2021 diketahui bahwa:

“Permasalahan dalam menanggulangi bencana yang sering terjadi di Kota

Palembang yaitu ketidakakuratan data, terbatasnya jumlah tagana, kurangnya

partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan dukungan psikososial, dan

sulitnya membujuk korban masyarakat untuk dilakukan relokasi pemukiman”.

Berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran
yang terjadi di Kota Palembang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut menjadi

tidak maksimal. Menurut George C. Edward Il dalam Nugroho (2017:747) bahwa

keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi yang berkaitan



dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan sikap serta
tanggapan dari para pihak yang terlibat dalam keberhasilan. Komunikasi sangat diperlukan
untuk penyampaian informasi sehingga dengan mendapatkan informasi bisa melaksanakan
penanggulangan bencana kepada korban. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan
sumberdaya pendukung khususnya sumber daya manusia untuk carry out secara efektif
pada keberhasilan sumber daya dapat berpengaruh untuk menanggulangi bencana baik itu
sumber daya manusia, fasilitas yang diberikan, serta sarana dan prasarana karena sumber
daya sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana kepada korban
terdampak kebakaran tanpa adanya sumber daya tidak akan terlaksanakan kebijakan
tersebut dalam menyalurkan bantuan. Disposisi berkenaan dengan kesediaan para
implementor untuk carry out kebijakan dalam suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
agar terlaksanakan kebijakan tersebut harus memiliki komitmen dan ketersediaan para
pelaksana dalam menanggulangai bencana kepada korban kebakaran. Struktur birokrasi
berkenaan dengan kemampuan organisasi birokrasi pelaksana kebijakan. Proses
implementasi kebijakan akan makin efektif apabila organisasi mampu mengkoordinasi
semua pihak terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan
permasalahan penelitian, yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan

Bencana Sosial pada Korban terdampak Kebakaran di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui Implementasi  Kebijakan

Penanggulangan Bencana Sosial pada Korban terdampak Kebakaran di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis



Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan
mengembangkan Ilmu Administrasi Publik khususnya terkait implementasi
kebijakan penanggulangan bencana sosial pada korban terdampak kebakaran di Kota
Palembang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan masukan atau
sumbangan pemikiran kepada pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan
Tagana Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam penanggulangan bencana

sosial, khususnya kebakaran di Kota Palembang.
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